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2 Muchtar Laki-laki Kaur Keuangan

3 Suwarni Jawanti Perempuan Ketua BPD

4 Irwin Laki-laki Tokoh Masyarakat
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Lampiran 3: Daftar Jawaban Wawancara

Informan 1: Sekretaris Desa

Informan 2: Kaur Keuangan

Informan 3: Ketuan BPD

Informan 4: Tokoh Masyarakat

Wawancara dengan Sekretaris Desa dengan Kaur Keuangan

Peneliti

Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kamiri?

Informan 1

Perencanaan dimulai dengan cara mengumpulkan semua yang
terlibat dalam proses perencanaan terutama masyarakat,
mengadakan musyawarah, mengadakan rapat terkait hasil
musyawarah dengan di didasari RPJM Desa dan dibentuknya
tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes),
setelah RKPDes disusun, kemudian hasil keputusan
disampaikam dalam forum

Informan 2

Perencanaan didasarkan pada tingkat permasalahan di
masyarakat, maksudnya ini, apa yang menjadi kebutuhan
dalam pembangunan disuatu desa, dengan cara melakukan
musyawarah, survey desa, perencanaannya dimulai dari
bawah, dari masyarakat, tingkat dusun. dusun ketingkat desa,
dengan begitu perencanaan dan pembangunan desa di dasatri
dalam RPJM, menetapkan rencana kerja pembangunan desa
(RKPDes), jadi otomatis sangat bagus, artinya pemerintah saat
ini sangat pro-rakya

Peneliti

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 1

Unsur yang terlibat seperti perangkat desa, BPD, RT, RW serta
tokoh masyarakat.

Informan 2

Sebagian besar yang hadir adalah Tokoh masyarakat, BPD,
dan tentunya perangkat desa.

Peneliti

Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan
dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan
pengelolaan dana desa?

Informan 1

Ya pasti kita memilih yang lebih utama kita usulkan dan
disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.

Informan 2

Dengan melihat yang paling utama dan dengan adanya
musyawarah untuk mufakat

Peneliti

Apakah peran SISKEUDES berjalan dengan baik pada tahap
pelaksanaan APBDes?

Informan 1

Pelaksanaan aplikasi siskeudes berjalan dengan semestinya
sesuai dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dengan pelaksanaan
kegiatan disertai dengan pendanaan untuk melasksanakan
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya harus disertai
dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang di danai
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ADD, seperti adanya penyampaian secara transparansi
kepada masyarakat berupa papan informasi. Dana desapun
sudah digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial,
cuman anggaran ditahun ini khusus untuk penanganan covid-
19 berupa BLT

Informan 2

iya sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa
kendala namun kami dapat menyelesaikannya, misalnya Ketika
saya pribadi ada yang tidak saya tahu, atau ada yang tidak
saya mengerti, saya menanyakan kepada rekan saya yang
jauh lebih paham, sekedar informasi di daerah memang ada
orang yang difokuskan untuk menangani masalah SISKEUDES
Ketika terjadi error, menegenai dana dari pemerintah, baik itu
dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, saya
kira kami memaksimalkan untuk kemajuan desa ini, misalnya
kami terbuka untuk para pemuda yang ingin membangun
usaha dan mau bekerja sama dengan desa, nanti usaha itu
menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) namun dikelola
oleh orang-orang yang telah bersepakat dengan pemerintah
desa

Peneliti

Apakah ada kendala yang diahadapi dengan penerapan
SISKEUDES dan bagaimana pemerintah desa mekasimalkan
dana yang disalurkan?

Informan 1

Aplikasi ini sangat membantu kami, dana dana yang disalurkan
ke masyarakat tentunya kami salurkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Informan 2

Aplikasi SISKEUDES berjalan dengan baik, meskipun ada
beberapa kendala namum kami dapat menyelesaikannya,
misalnya Ketika saya pribadi ada yang tidak saya tahu, atau
ada yang tidak saya mengerti, saya menanyakan kepada rekan
saya yang jauh lebih paham, sekedar informasi di daerah
memang ada orang yang difokuskan untuk menangani
masalah SISKEUDES Ketika terjadi error, menegenai dana
dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari
pemerintah daerah, saya kira kami memaksimalkan untuk
kemajuan desa ini, misalnya kami terbuka untuk para pemuda
yang ingin membangun usaha dan mau bekerja sama dengan
desa, nanti usaha itu menjadi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) namun dikelola oleh orang-orang yang telah
bersepakat dengan pemerintah desa

Peneliti

Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan
program yang di danai dari Alokasi Dana Desa Kamiri?

Informan 1

Tentunya dalam setiap kegiatan pembangunan kami selalu
melibatkan masyarakat, karena kebijakan pemerintah desa
saat ini adalah dana yang disalurkan ke masyarakat harus
dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya kalau ada
pembangunan irigasi maka yang mengerjakan adalah
masyarakat lokal sehingga dana yang keluar kembali ke
masyarakat.

Informan 2

Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat itu sudah
menjadi kebijakan pemerintah desa, karena prinsip kepala
desa adalah dari masyarakat untuk masyarakat
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Peneliti

Siapa saja yang terlibat dalam pengawasi pelaksanaan
SISKEUDES?

Informan 1

Dalam mengawasi SISKEUDES tentunya ada pihak-pihak yang
terlibat di dalam hal ini yang terlibat yakni Inspektorat, yang
diberi kewenangan oleh BPKP

Informan 2

Sebenarnya, semua pihak ikut terlibat dalam proses
pengawasan, termasuk masyarakat secara umum, namun ada
pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan
pengawasan terkait dengan pelaksanaan sisikeudes yaitu
inspektorat, jadi, pihak inspektorat meminta file import dari
komputer operator siskeudes kemudian melakukan
pemeriksaaan LPJ dan dokumen-dokumen pendukung

Peneliti

Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan desa dengan
penerapan SISKEUDES?

Informan 1

Dalam proses pelaporan itu dimulai dari surat pengantar, surat
perintah pengeluaran, surat pernyataan tanggungjawab
belanja, bukti pencairan (SPP pencairan), pencairan, setelah
dicairkan di buatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita
acara penerimaan barang, pemeriksaan barang, dokumentasi
pembelian barang, dan apapun dikerjakan harus ada
dokumentasi

Informan 2

Proses pelaporan keuangan desa dalam penerapan aplikasi
siskeudes dengan cara menyiapkan saran dan prasarana,
karena laporan keuangan ADD yang diperoleh dari siskeudes
berupan print out, dari hasil laporan-laporan akan dilaporkan ke
pemerintah kabupaten melalui camat.

Peneliti

Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, apakah
disampaikan secara transparansi?

Informan 1

lya disampaikan secara transparan (terbuka), sesuai dengan
prinsip akuntabilitas, karena pertanggungjawaban tidak hanya
disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja, tetapi
juga disampaikan kepada masyarakat desa baik secara
langsung maupun tidak langsung dan juga disebarluaskan
melalui papan informasi, sehingga masyarakat bisa
mengetahui informasi keuangan desa melalui papan informasi
tersebut

Informan 2

Tentunya transparan dikarenakan aplikasi siskeudes ini dapat
juga diakses oleh masyarakat, tidak hanya pemerintah saja
tapi juga masyarakat desa juga bisa mengetahuinya, melalui
denga disediakannya papan transparansi agar masyarakat
tahu pemasukan dan pengeluaran dana desa

Peneliti

Terakhir, apakah Aplikasi SISKEUDES efisien dan efektif
dalam mendukung kinerja pemerintah desa?

Informan 1

Penggunaan SISKEUDES bisa dikata sangat efektif dan efisien
karena aplikasi ini membantu dalam pengelolaan keuangan
desa mulai dari hulu sampai hilir, artinya apa mulai dari tahap
perencanaan sampai dengan pelaporan dapat dikerjakan
dalam satu aplikasi yang dinamakan SISKEUDES, selain itu
minimnya kesalahan, mudah dalam hal input, dan hasil output
yang memuaskan. Intinya dengan adanya aplikasi ini kami
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sangat merasa terbantu, yang tadinya laporan LPJ dikerjakan
Kisaran tiga minggu kini bisa selesai dalam satu minngu

Informan 2

Saya rasa aplikasi SISKEUDES sangat efektif karena perannya
memang sangat membantu dalam pengeloalaan keuangan
desa sesuai dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dalau dari segi
efisien aplikasi ini juga sangat efisien dilihat dari waktu
pengerjaan LPJ biasanya memerlukan waktu beberapa minggu
kini dapat selesai dalam seminggu, mudah, tinggal input dan
ada output secara otomatis

Wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh masyarakat

Peneliti

Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kamiri?

Informan 3

Perencanaan dimulai dengan musyawarah, dengan melibatkan
perangkat desa, BPD, RT, RW, terutama masyarakat, untuk
membahas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan

Informan 4

“Awal perencanaan dimulai dengan menghadiri
musrenbangdes untuk mengadakan pertemuan dengan
perangkat desa, BPD, RT, RW, serta masyarakat dalam
menyampaikan dan menyampaikan program desa

Peneliti

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 3

Saya selalu hadir, anggota BPD juga selalu hadir, termasuk
tokoh-tokoh masyarakat

Informan 4

Paling banyak yang hadir adalah masyarakat, anggota BPD,
dan Pemerintah Desa

Peneliti

Apakah pemerintah desa mengelola dana desa dengan baik?

Informan 3

saya kira pengelolaan keuangan desa terbilang sangat baik,
dimana pemerintah desa dapat memaksimalkan dalam
memberikan fasilitas yang baik, tidak hanya itu, pemerintah
desa sangat berupaya dalam memenuhi segala kebutuhan
masyarakan seperti membuka lapangan pekerjaan

Informan 4

Saya kira sudah sangat baik, kami merasakan manfaat dengan
adanya dana desa, fasilitas umum dibangun, dan permasalah-
permasalahan sosial bisa diatasi, misalnya jika terjadi bencana
alam, dana desa bisa digunakan

Peneliti

Bagaiamana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
APBDes?

Informan 3

Setiap kegiatan akan mengikut sertakan masyarakat jika
memungkinkan.

Informan 4

Saya melihat jika ada pembangunan fisik, maka Sebagian
besar yang mengerjakan bagunan tersebut adalah masyarakat
lokal, sehingga kebijakan pemerintah terbilang sangat baik.

Peneliti

Siapa saja yang terlibat dalam mengawasi jalannya
SISKEUDES?

Informan 3

Menurut pengetahuan saya, yang melakukan pengawasan
jalannya aplikasi siskeudes yaitu inspektorat, namun tidak
hanya itu selaku ketua BPD saya sangat jeli terhadap
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pengelolaan Dana yang masuk di desa, saya selalu meminta
setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa agar diperlihatkan
berita acaranya, berita serah terima, nota pembelian, dan
dokumen-dokumen lainnya

Informan 4

Kami juga ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan
desa, jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
desa kami ikut melakukan pengawasan,karena kami
menginginkan pemerintah yang bersih

Peneliti

Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, apakah
disampaikan secara transparansi?

Informan 3

kalau untuk transparansi laporan keuangan dan penggunaan
dana desa, sebenarnya desa kamiri sudah cukup transparan
dengan laporan yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes, yaitu
dengan memasang papan informasi seperti di depan kantor
desa kamiri, namun saya rasa masih perlu adanya
penambahan lagi tempat-tempat strategis agar bisa dijangkau
oleh masyarakat

Informan 4

Transparansi keuangan Desa Kimiri sudah sangat baik karena
kita bisa mengetahui aktivitas desa kamiri malalui papan
informasi yang disediakan di depan kantor desa




Lampiran 4: Dokumentasi wawancara dengan narasumber
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Lampiran 5: Papan informasi Realisasi APBDesa




